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ABSTRAKSI 

 

Indonesia adalah negara berdasarkan atas aturan-aturan hukum yang berlaku 

sesuai amanat pada pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara 

hukum merupakan sistem ketenagaraan yang diatur berdasarkan hukum yang 

berlaku dan berkeadilan serta tersusun dalam suatu konstitusi dimana semua orang 

dalam negara tersebut baik yang diperintah maupun yang memerintah harus 

tunduk pada aturan hukum.  Setiap daerah memiliki peraturan sendiri yang 

bertujuan untuk mengontrol pola tingkah laku maasyarakat sehingga wilayah 

tesebut dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian.  Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan didaerah. Pemerintahan daerah diberikan otonomi yang seluas 

luarnya , kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi urusan 

pemerintahan pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka 

pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut di atas penulis mengetengahkan dua rumusan masalah 

yaitu: Apa asas-asas hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah? Dan 

Bagaimana proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah ?  Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum 

normatif), dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). 

pendekatan konsep (conceptual approach) Dari hasil pembahasan  penelitian 

dapat disimpulkan bahwa Dalam pembentukan peraturan daerah yang baik harus 

berdasarkan landasan pembentukan peraturan peundng-undngan yaitu filosofis, 

yuridis, dan sosiologis. Dengan adanya landasan tersebut diharapkan peraturan 

daerah tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai 

aspek dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. 

Pembentukan peraturan daerah yang baik harus memperhatikan asas-asas dalam 

pembentukannya meliputi asas formal dan asas material. Asas formal terdiri dari: 

Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, 

Asas kesesuaian antara jenis hirarki dan muatan, Asas dapat dilaksanakan, Asas 

kedayagunaan dan kehasilgunaan. Sedangkan asas material terdiri daeri: 

Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargan, Kenusantaraan, Bhineka 

Tunggal Ika Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 

Ketertiban dan kepastian hukum, Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 
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